
 

 

 

 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR 21 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 

2020, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 95 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

  b. bahwa sehubungan dengan status keadaan tertentu 
darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten 

Bandung, serta dalam rangka percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 

SALINAN 



2 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  2003 Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15.  Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

 
 

 16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 15); 
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  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);  

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

  23.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID_19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

  24.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 
tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 
Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

  25.  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  26.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2018 tentang  Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 
Nomor 15); 

  27.  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2019 Nomor 11); 
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  28.  Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 16). 

  29.  Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 
tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease 
2019 di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa 

Barat; 

  30.  Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.236-Dinkes/2020 
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 
Bandung. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 95 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 96), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 16), diubah 
menjadi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga 
pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 

semula berjumlah Rp5.002.746.783.077,13 bertambah 
sebesar Rp1.083.179.638.553,00 sehingga menjadi 
Rp6.085.926.421.630,13 

1. Pendapatan 
 a. Semula Rp. 4.418.054.901.376,40 
 b. Bertambah Rp. 1.083.179.638.553,00 

  Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
Rp5.501.234.539.929,40 

2. Belanja 
 a. Semula Rp. 5.002.746.783.077,13 
 b. Bertambah Rp. 1.083.179.638.553,00 
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  Jumlah Belanja setelah perubahan 
Rp6.085.926.421.630,13 

   Surplus/(Defisit) setelah perubahan 
(Rp584.691.881.700,73) 

 
3. Pembiayaan 
 a. Penerimaan 

  1) Semula Rp. 593.191.881.700,73 
  2) Bertambah Rp.             - 
   Jumlah Penerimaan setelah perubahan 

Rp593.191.881.700,73 
 

 b. Pengeluaran 
  1) Semula Rp. 8.500.000.000,00 
  2) Bertambah Rp.              - 

    
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

Rp8.500.000.000,00 
  Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp584.691.881.700,73 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
Rp.- 

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran Ia, diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran Ia dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

3. Ketentuan Lampiran II Sub Unit Organisasi Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 

Majalaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Pangan dan Perikanan, dan Dinas Pengendalian 
Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal 

yaitu Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4A 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, 

selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020. 

 
Pasal 4B 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020, dinyatakan masih tetap berlaku. 
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 Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal   23 Maret 2020      

  
          BUPATI BANDUNG, 
  

  ttd 
      

 
         DADANG M NASSER 

  

Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal   23 Maret 2020      

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
ttd  

 

 
 

 

TEDDY KUSDIANA  
 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN  2020  NOMOR  21 
 

 


